BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGA
PERATURAN DARRAH KARBUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 20l

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENIENGAH DAKRAH

Menimbang

Mengingatl

KABUPATEN KENDAL TATIUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATTA KSA
BUPATI KENDAL,

bahwa uniuk melaksanakan ketenluan Pasal 263 ayal (3]

Undang Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tenang Pemerintahan

Daerah scbagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pérubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan

Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021;

I. Pasal 18 ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Hepublik
Indonecsia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang
Pembentukan Iacrah-dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik



6.

10.

12,

14

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan lLembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1930 tentang
Penctapan Mulai Berlakunya Undang Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Dacrah
[stimewa Yogyakarta;

 Peraturan Pemcrintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Dacrah Tingkat [ Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Necgara Republik Indonesia
Nomor 3079);,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

. Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4614);

. Pcraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman FEvaluasi Kincrja Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19



16.

17

20.

2

23.

24,

26.

Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 48105);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Fivaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887};

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan  Perluasan Pembangunan
[ckonomi Indonesia 201 1-2025;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Mcenengah Nasional Tahun 2015-
2019 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri £ Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan lLembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan lembaran Dacrah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 65);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kecuangan Dacrah
Kabupaten Kendal (Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal
Tahun 2007 Nomor 11 Scri K No. 7) scbhagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal



27,

28

A5

30.

2.

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Dacrah Kabupaten Kendal Nomor |1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Scri E No.
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
&9

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan  Pilihan  Yang Menjadi  Kewenangan
Pemerintah Dacrah Kabupaten Kendal (Lembaran Daecrah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri A No. 8,
Tambahan lLembaran Daerah Kabupatcn Kendal Nomor
12);

Pcraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun
2007 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Indsutri Kaliwungu Kabupaten Kendal (Lembaran Dacrah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 24 Seri E No. 14,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor
22);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daecrah
Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (L.embaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor
30);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri I2 No. 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor o5 Tahun 20172
tentang Penyusunan Pcraturan Dacrah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor S Seri E No. 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAIKRAH KABUPATEN KENDAL

Menetapkan

dan

BUPATI KENDAIL

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAIT DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN

2016-2021.



BARB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

I

12,

Daerah adalah Kabupaten Kendal.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  oleh pemerintah  dacrah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
schagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah  Daerah adalah  Bupati scbagal unsur
penyclenggara  Pemerintahan  Daerah  yang memimpin
pclaksanaan  urusan  pemerintahan - yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Kendal.
5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seclanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan scbagai  unsur penyelenggara
Pemerintahan Dacrah.,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyclenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

. Urusan Pemerintahan adalah keckuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pclaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Kabupaten

Kendal Tahun 2005-2025 yang sclanjutnya disebut RPJPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan dacrah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampal
dengan Tahun 20205.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 yang sclanjutnya
disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Rencana Strategis Perangkat Dacrah yang sclanjutnya
disebut Renstra PD, adalah Dokumen perencanaan PD
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Dacrah yang sclanjutnya
disecbut Rencana Kerja Pemcrintah  Daerah  yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Dacrah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah
dokumen perencanaan pcembangunan nasional untuk
periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2015-2019.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang sclanjutnya disebut



RPJPPT)  Provinsi Jawa Tengah  adalah  Dokumen
perencanaan pembangunan daecrah Provinsi Jawa Tengah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005
2025.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang sclanjutnya disebut
RPJMD  Provinsi Jawa Tengah adalah  dokumen
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013-2018.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periodc perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenal upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mcwujudkan visi.

17. Strategi  adalah langkah-langkah Dberisikan  program-
program indikatil untuk mewujudkan visi dan misl.

18. Rencana tata ruang wilayah yang sclanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang
merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan
peman(aatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan
ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

19. Rencana kerja Pecrangkat Daerah yang sclanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD
untuk periode 1 (satu) tahun.,

BAB 11
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah scbagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan pembangunan § (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan
pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Dacrah Tahun 2015.

(2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan
RPJMN serta RPIJMD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman :

a. penyusunan RKPD, Renstra dan Renja P1;

b.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah;
dan

c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sclama kurun
waktu Tahun 2016-2021.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan olch Bupati dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan di Daerah.



BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 6

Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika scbagai berikut:

a. BABI Pendahuluan;

b. BAB II tambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIII  Gambaran Pengelolaan Keuangan Dacrah scrta
Kerangka Pendanaan,

d. BAB IV  Analisis Isu-Isu Strategis;

c. BABYV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

. BAIB VI Strategi dan Arah Kebijakan;

g. BAB VIl Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Daerah;

h. BAB VIII Indikasi Rencana Program DPrioritas Disertai
Kebutuhan Pendanaan;

i. BABIX Pecnctapan Indikator Kinerja Daerah; dan

j. BABX Pedoman Transisi dan Kaidah Pclaksanaan.

k. BAB XI Penutup.

Pasal 7

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGIENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD
Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian dan cvaluasi terhadap
pelaksanaan RPIJMD.

(2) Pengendalian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
h. pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kebijakan percncanaan RPJMD;
b. pelaksanaan RPJMD; dan
¢. hasil RPJMD.

(4) Peclaksanaan pengendalian dan cvaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Dacrah.

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
PERUBAHAN RPJMID
Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa
proses perumusan, tidak scsuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi hal-hal yang mendasar; dan/atau;

d. merugikan kepentlingan nasional/masyarakat luas.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufl ¢, mencakup antara lain terjadinya bencana
alam, goncangan politik, krisis ckonomi, konflik sosial
budaya, gangguan kcamanan, pemckaran dacrah, atau
perubahan kebijakan nasional.

(3) Merugikan  kepentingan nasional/masyarakat  luas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila
bertentangan dengan kebijakan nasional/kepentingan
masyarakat luas.

Pasal 10

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang tidak
mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian
sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran
akhir pembangunan jangka menengah, pcrubahan capaian
sasaran Tahunan RPJMD ditctapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB VI
KICTENTUAN PIERALIHAN
Pasal 12

Pada saat RPJMD Tahun 2021-2026 belum tersusun, maka
penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan
RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan
RPJMN.



30 Agustus 2016

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAKRATI
KABUPATEN KENDAL,

BAR VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Perafuran  Daerah  ini mulai  berlaku  pada  tanggal
diundangkan,
Agar scliap arang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal,

I¥tetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI KENIDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

alinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA'BAGIAN HUKUM
"KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERATL KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
NOMOR 7 SERIE NO.4

NOREG PERATURAN DAERAIN KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA
TENGAH : ( 7 2016}



